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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah di Desa
Kertopati, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, serta mengidentifikasi hambatan yang
dihadapi dan solusi yang diambil oleh pengelola dalam menjalankan usaha BUMDes. Metode penelitian
yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui
wawancara dan dokumentasi, serta teknik pengumpulan data melibatkan data primer dan data
sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Amanah belum sepenuhnya optimal dalam
menjalankan perannya, mengingat masih terdapat beberapa hambatan yang belum terselesaikan
dengan solusi yang tepat. Meskipun ada upaya dari pengelola untuk mengatasi masalah, hasil yang
dicapai masih jauh dari harapan, dan diperlukan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan peran
dan kinerja BUMDes di masa mendatang.
Kata kunci : BUMDes, Peran BUMDes, hambatan BUMDes

PENDAHULUAN

Pembangunan desa telah menjadi salah satu prioritas utama dalam agenda
pembangunan nasional Indonesia, sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah dua
landasan hukum utama yang mendorong pembentukan Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes). Konsep BUMDes lahir sebagai sebuah upaya untuk memberdayakan desa
melalui pengelolaan usaha yang berbasis pada potensi lokal (Fitrianto, 2016). Pendirian
BUMDes diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang
Desa, yang menegaskan bahwa desa berhak mendirikan badan usaha untuk mengelola
sumber daya lokal demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Pasal 213 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
ditegaskan bahwa desa memiliki hak untuk mendirikan badan usaha yang sesuai
dengan kebutuhan dan potensi desa. Hal ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap
pentingnya peran desa dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya lokal untuk
kepentingan bersama. BUMDes diharapkan mampu menjembatani antara kebutuhan
masyarakat desa dengan potensi yang ada, sehingga memberikan dampak positif yang
nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Desa Kertopati, Kecamatan
Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, merupakan salah satu desa yang berupaya
memanfaatkan keberadaan BUMDes sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi lokal. Melalui pendirian BUMDes Amanah, desa ini berusaha mengoptimalkan
potensi yang dimilikinya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Alkadafi, 2015).
Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan evaluasi mendalam mengenai
peran BUMDes Amanah dalam konteks kebutuhan dan harapan masyarakat desa.

Pendirian BUMDes Amanah di Desa Kertopati bukan hanya sebagai wujud
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implementasi kebijakan pemerintah, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk
memberdayakan masyarakat desa dalam skala mikro (Ridwansyah & Hastuti, 2021).
BUMDes Amanah bertujuan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya desa
secara efektif, guna menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan asli
desa, dan mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal (Iskandar et al., 2021).
Dengan modal awal dan dukungan dari pemerintah desa, BUMDes ini diharapkan
mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan ekonomi desa.
Namun, dalam praktiknya, terdapat kesenjangan yang mungkin terjadi antara peran
yang diharapkan dari BUMDes Amanah dan realisasi di lapangan. Evaluasi terhadap
BUMDes Amanah di Desa Kertopati juga perlu mempertimbangkan aspek partisipasi
masyarakat dalam pengelolaan usaha.

Partisipasi aktif masyarakat desa adalah salah satu kunci keberhasilan BUMDes,
karena masyarakat yang terlibat langsung dalam pengelolaan akan merasa memiliki dan
lebih berkomitmen terhadap keberhasilan usaha (Caya & Rahayu, 2019);(Yusmaniarti &
Ummul Khair, 2021). Namun, partisipasi ini sering kali menghadapi berbagai tantangan
yang perlu diatasi agar BUMDes dapat berfungsi secara optimal. Dalam hal ini, penting
untuk melakukan kajian mendalam mengenai peran BUMDes Amanah dengan
melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah desa, pengelola
BUMDes, serta masyarakat setempat. penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan
rekomendasi yang bermanfaat untuk perbaikan dan pengembangan BUMDes di masa
mendatang. Dengan demikian, BUMDes Amanah di Desa Kertopati dapat berfungsi
dengan efektif dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara
berkelanjutan. Keberhasilan BUMDes dalam mengurangi peran juga bergantung pada
sejauh mana program-program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat
(Ristiana & Yusuf, 2020). Hal ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang
karakteristik dan kebutuhan spesifik masyarakat Desa Kertopati, serta kemampuan
untuk merespons dinamika perubahan yang terjadi. Tanpa adanya pendekatan yang
sesuai, BUMDes berisiko tidak dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

KAJIAN TEORI
Pengertian BUMDes

Untuk mendirikan BUMDes, secara umum terdapat empat tahap. Pertama,
pemerintah desa dan masyarakat setuju untuk mendirikan BUMDes, kedua ada
pengelolaan dan persyaratan pemegang jabatan, ketiga adanya pengawasan dan
evaluasi, dan keempat pelaporan pertanggungjawaban pengelola titik Dalam kegiatan
harian. pengolah harus memperhatikan tata aturan yang telah disepakati bersama
dalam anggaran dasar. Peraturan desa tentang pendirian BUMDes menyatakan bahwa
desa ingin mendirikan BUMDes untuk menyalurkan inisiatif masyarakat desa,
mengembangkan potensi desa, mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam desa
dengan sumber daya manusia yang mampu mengelolanya, dan berpartisipasi dalam
pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola.

BUMDes adalah lembaga ekonomi modal usahanya yang didirikan atas upaya
masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini menunjukkan bahwa masyarakat harus
membayar modal usaha BUMDes (Isa et al, 2024). Namun, BUMDes mungkin dapat
mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti pemerintah desa atau bahkan
pihak ketiga. Ini sesuai dengan undang-undang (Pasal 213 Ayat 3 UU 32 tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah). Untuk mempersiapkan BUMDes, penjelasan ini sangat
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penting karena konsekuensi dari BUMDes akan berkaitan dengan penerapan Peraturan
Daerah (Perda) dan Peraturan Desa (Perdes) (Kurniawanto & Yusniah Anggraini, 2019).

Peran BUMDes
Peran BUMDes ditinjau dari Layanan, Keuntungan, dan Keberlangsungan

BUMDes adalah pilar kegiatan ekonomi desa dan berfungsi sebagai lembaga sosial
(sosial) dan komersial (komersial) (Dibyorini et al., 2024). Dalam menjalankan usaha
mereka, konsep efektifitas dan efisiensi harus selalu ditekankan. Oleh karena itu,
diharapkan bahwa BUMDes dapat membantu meningkatkan dinamika ekonomi di
pedesaan. Jenis usaha yang termasuk dalam pelayanan ekonomi desa, seperti usaha
yang menyediakan layanan keuangan, layanan transportasi darat dan air, layanan listrik
desa, dan usaha lainnya, Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa, perdagangan
hasil pertanian, termasuk perkebunan, peternakan, perikanan, agrobisnis tanaman
pangan,industri dan kerajinan rakyat (Nadriana & Idham, 2022).

Peran BUMDes Ditinjau dari Akuntabilitas, Perkembangan Aset Desa

Meningkatkan pendapatan desa adalah salah satu cara untuk menyukseskan
pembangunan desa (Ibrahim et al,, 2025). besar kecilnya pendapatan desa dipengaruhi
oleh strategi yang digunakan BUMDes untuk mengelola dan memanfaatkan aset desa.
Ini sesuai dengan pasal 78 PP No. 72 tahun 2005, yang menetapkan bahwa badan usaha
milik desa (BUMDes) dibentuk untuk meningkatkan pendapatan asli desa.

Peran BUMDes Ditinjau dari Peningkatkan Taraf Hidup Pengurus, Komisaris, dan
Masyarakat

Dengan mempertimbangkan tujuan BUMDes, yaitu meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan menumbuhkan perekonomian, mungkin ada beberapa peran yang
dapat dimainkan BUMDes. Peningkatan kualitas hidup masyarakat, komisaris, dan
pengurus. Terbentuknya BUMDes di desa-desa pasti akan berdampak pada pendapatan
masyarakat, karena BUMDes pada dasarnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat desa setempat (Sudrajat et al, 2020). BUMDes diharapkan dapat
memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakatnya, antara lain
dengan mendapatkan tenaga kerja dari desa setempat, menurunkan tingkat
pengangguran di desa.

Peran BUMDes Ditinjau dari Ketaatan pada Peraturan dan Perundang-undangan

Salah satu aspek evaluasi fungsi BUMDes adalah kepatuhan pengurus BUMDes
terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, karena dengan pengelolaan
prosedur yang tepat, tidak hanya BUMDes akan mendapat manfaat yang paling besar,
tetapi juga masyarakat secara keseluruhan, karena pertumbuhan ekonomi yang
didukung BUMDes di desa akan meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan
masyarakat secara keseluruhan (Arwaty et al., 2021). Adapun yang membedakan
BUMDes dengan lembaga komersial lainnya ialah:

1) BUMDes dan pengelolaannya dilakukan secara bersamaan.

2) Modal usaha sebesar 50% berasal dari di dana desa dan 49% berasal dari dana

masyarakat,
3) Operasional organisasi yang dilakukan berdasarkan pada filsafat bisnis
berbasis budaya lokal.
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4) Potensi yang dimiliki desa dan hasil informasi pasar yang tersedia terjadi
menjadi dasar untuk menjalankan bidang usaha.

5) Laba yang diperoleh bumdes dipergunakan untuk upaya meningkatkan
kesejahteraan anggota dan masyarakat berdasarkan peraturan yang telah
disusun.

6) Fasilitas ditunjukkan oleh pemerintah Provinsi, Kabupaten, Dan Pemerintah
Desa.

7) Pelaksanaan operasional oleh pemerintah desa Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) beserta anggotanya

BUMDes merupakan salah satu program strategis pemerintah dalam upaya

meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang ada di pedesan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk memberikan
pemahaman mendalam mengenai peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah di
Desa Kertopati. Metode ini berfokus pada pengumpulan data deskriptif yang diambil
dari observasi langsung, wawancara dengan informan kunci, dan analisis dokumen.
Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk menyajikan gambaran rinci
mengenai bagaimana BUMDes beroperasi dan berinteraksi dengan masyarakat desa,
serta untuk mengidentifikasi kesenjangan antara peran yang diharapkan dan realitas di
lapangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data
sekunder. Data primer diperoleh langsung dari informan atau responden yang terlibat
dalam pengelolaan dan penggunaan BUMDes Amanah, sementara data sekunder
dikumpulkan melalui studi literatur, termasuk buku, artikel, dan dokumen terkait.
Kombinasi kedua jenis data ini akan membantu dalam menganalisis secara menyeluruh
aspek-aspek yang memengaruhi efektivitas BUMDes dan untuk mengidentifikasi solusi
yang potensial dalam mengatasi permasalahan yang ada (Putri & Rodiyah, 2024)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Peran BUMDes Amanah di Desa Kertopati Kecamatan Mandiangin Kabupaten
Sarolangun
Peran BUMDes ditinjau dari Layanan, Keuntungan, dan Keberlangsungan

Salah satu peran yang di jalankan BUMDes ialah bisa di tinjau dari segi layanan
nya yang dapat dilihat dari penyediaan layanan listrik, layanan air dan layanan
keuangan yang dapat membantu masyarakat sehingga masyarakat dapat menggunakan
listerik, air bersih dan mendapatkan modal untuk usaha (Yusmaniarti et al, 2023).
Selain layanan keuntungan juga merupakan peran dari BUMDes untuk keuntungan yang
di maksud dalam peran BUMDes ini ialah ketika BUMDes memberikan penyaluran
sembilan bahan pokok atau biasa disebut dengan sembako seperti beras, minyak
goreng, bawang merah dan putih, gula, daging, susu, telur,gas elpiji dan garam. BUMDes
juga berperan dalam keberlansungan hidup masyarakat yaitu perdagangan hasil
pertanian, termasuk perkebunan, peternakan, perikanan, agrobisnis tanaman pangan,
industri dan kerajinan rakyat, dengan adanya hal tersebut yang dapat di manfaatkan
dan mampu berlansung lama dalam kehidupan masyarakat sehingga masyarakat tidak
takut kehidupannya terlalu sulit di masa depan karena usaha yang sudah di berikan
BUMDes (Mahsun & Salim, 2022). Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan
bapak HAMZAH selaku kepala desa megatakan:

“untuk sekarang usaha yang hanya bisa dijalankan BUMDes Amanah ialah
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usaha tenda itupun masih megalami kendala, tetapi untuk bantuan sembilan
bahan pokok terkadag dilakukan jika terjadi bencana alam atau muusibah
lainnya meskipun belum semuanya kesembilan bahan pokok tadi.”

Bapak HAYAT selaku ketua pengelola juga menambahkan bahwa:
“untuk menjalankan usaha lain itu bisa saja Cuma itulah tadi kendala yang
dialami BUMDes menghambat BUMDes untuk memberikan modal usaha atau
pelayanan yang lainnya.”

Jadi BUMDes Amanah belum mampu berperan dalam bidang pelayanan,
keberlansungan dan keuntungan. Tetapi untuk keuntungan itu sendiri memiliki peran
ketika dalam keadaan tertentu.

Peran BUMDes Ditinjau dari Akuntabilitas, Perkembangan Aset Desa
Teori juga mengatakan bahwa BUMDes memiliki peran dalam bidang
akuntabilitas dimana semua pihak yang terlibat dapat bertanggung jawab dengan tugas
yang masing-masing mereka dapatkan (Putra, 2018) Dimas. Dari wawancara yang
dilakukan dengan kepala desa HAMZAH selaku pengawas dari jalannya usaha BUMDes
Amanah yang di jalankan oleh pengelola BUMDes Amanah mengatakan:
“Pengelola BUMDes sudah berusaha secara maksimal menjalankan usaha yang
telah dijalankannya Cuma dari yang kami lihat ada beberapa masyarakat yang
kurang bertangug jawab dalam mengunakan barang BUMDes Amanah.”

Bapak HAYAT juga mengatakan:
“Kadang pas kami mau melihat barang yang di kembalikan masyarakat ada
beberapa barang yang dikembalikan dalam keadaan rusak dan idak diletak
ditempat semestinya.”

Bapak SAYUTI yang merupakan salah satu masyarakat yang mengunakan barang
yang disewakan dari BUMDes Amanah mengatakan:

“Saat kami menyewa baraang BUMDes ada beberapa barang yang sudah rusak
sebelum kami gunakan.
BUMDes juga berperan dalam perkembagan aset Desa seperti menambah
pendapatan Asli Desa (PAD). Dari wawancara yang dilakukan dengan bapak HAMZAH
selaku kepala dea mengatakan:
“Kami tidak menerima dana hasil usaha BUMDes yang di masukkan ke
Pendapatan Asli Desa (PAD).”

Bapak HAYAT juga menambahkan:
“Pendapatan usaha BUMDes masih kecil jadi jagankan menambah Pendapatan
Asli Desa untuk gaji pengelola saja masih kurang belum lagi perawatan barang
yang rusak.”

Jadi peran BUMDes dari akuntabilitas tidak sepenuhnya terpenuhi dan tidak
sepenuhnya gagal karena dari wawancara hanya ada beberapa bagian atau beberapa
oknum yang masih belum mampu bertanggug jawab dengan tugas atau tanggug jawab
yang diterimanya. Untuk perkembangan aset desa itu sendiri BUMDes Amanah bisa
dikatakan tidak berperan secara lansung ataupun tidak lansug karena sedikitnya
pendapatan yang di hasilkan dalam menjalankan usaha BUMDes Amanah.

Peran BUMDes Ditinjau dari Peningkatkan Taraf Hidup Pengurus, Komisaris, dan
Masyarakat

BUMDes didirikan untuk menigkatkan taraf hidup baik dari pengurus, komisaris
maupun masyarakatnya hal ini menjadi tujuan utama didirikannya BUMDes ini agar
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masyarakat desa bisa sejahtera dan BUMDes yang di bangun seperti BUMDes Amanah
yang ada di desa Kertopati mampu memenuhi apa saja tujuan di dirikannya BUMDes
dengan baik dan mampu membuka lapagan pekerjaan. Dari wawancara yang telah di
lakukan dengan bapak HAYAT selaku kepala pengelola BUMDes mengatkan:
“dari hasil pendapatan BUMDes yang tidak menentu maka gaji yang di
dapatkan pengelolah itu juga berubah-ubah, pendapatan usaha BUMDes juga
dak banyak meskipun menambah penghasilan tapi tidak memberi
kesejahteraan nian, dan untuk lapagan pekerjan kami Cuma membutuhkan dua
orag pendampig yaitu sekretaris dan bendahara.”
Bapak kades HAMZA juga menambahkan :
“Pendapatan BUMDes itu sepenuhnya diatur oleh pengelolah kami sebagai
pengawas atau komisaris dari jalannya BUMDes tidak ikut campurlagi karena
pendapatan tu dak banyak.”
Bapak SAYUTI juga mengatakan:
“BUMDes Amanah dak nambah penghasilan kami karna BUMDes melakukan
usaha di bidag sewa bukan pemberian modal usaha, tetapi keberadaan BUMDes
yang menyediakan barag keperluan untuk acara itu membantu merigankan
beban biayah yang harus kami keluarkan baik biayah sewa dan juga biayah
teransportasi nya.”

Jadi BUMDes Amanah tidak bisa di katakan menigkatkan taraf hidup bagi
pengelola karena pendapatan usaha BUMDes yang sedikit, taraf hidup komisaris
sebagai pengawas jalannya usaha BUMDes Amanah dan taraf hidup masyarakat karena
bukan usaha yang dapat menambah pendapatan masyarakat, tetapi keberadaan
BUMDes Amanah mampu membantu merigankan beban masyarakat karena adanya
kelonggaran dalam menggunakan fasilitas dari usaha BUMDes baik dari biaya sewa
maupun kemudahan dalam transportasi untuk membawa barang sewaan tersebut.

Peran BUMDes Ditinjau dari Ketaatan pada Peraturan dan Perundang-undangan
Dari teori Hasana juga mengatakan bahwa BUMDes juga berperan di tinjau dari

ketaatan pada peraturan dan perundang-undangan, ini agar pengelola atau pengurus

BUMDs bisa terlatih dan menaati peraturan Undang-undang. Dari wawancara yang

telah dilakukan dengan bapak HAMZAH selaku kepala desa yang menjadi pengawas dari

pengelolaan oleh pengelola usaha BUMDes Amanah mengatakan bahwa:

“Pengelola BUMDes Amanah sejauh ini kami perhatikan sudah mulai taat pada

peraturan dan Undang-undag, iyalah munkin karena merasa ada tangug jawab nya

disitu.”

Wawancara juga dilakukan pada bapak HAYAT selaku ketua pengelolah ia mengatakan:
“Selama kami menjadi pengelolah kami mulai sadar pentingnya taat akan aturan tu
dan pentig nya kita melakukan sesuai dengan Undag-undag baik dari kami maupun
angota kami juga mulai adanya kesadaran akan pentig nya mematuhi aturan.”

Dari wawancara di atas bisa dikatakan berdirinya BUMDes akan mendisiplinkan
pengelola dan memberikan kesadaran bagi mereka bahwa seseorang harus bertanggug
jawab dengan apa yang telah menjadi tanggug jawabnya dan harus mematuhi segala
aturan dan Undang-undang.

Hambatan-Hambatan Yang di Alami BUMDes Amanah di Desa Kertopati
Kecamatan Mandiagin Kabupaten Sarolangun

BUMDes Amanah merupakan BUMDes yang termasuk baru di dirikan, maka dari
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itu dalam menjalankannya dan mengembangkannya dibutuhkan usaha yang sangat
besar dari segala pihak yang terlibat, karena untuk megembaggkan sebuah usaha itu
terdapat hambatan-hambatan yang akan di lalui baik dari pihak pengelola ataupun
masyarakat, adapun hal-hal yang juga dapat menghambat dari perkembagan BUMDes
yang bisa kita lihat ialah dari rencana program kerja, pengelolaan SDM, pengelola
keuangan BUMDes dan manajemen BUMDes(Marini et al, 2024). Rencana program
kerja yang di maksud ialah mencakup saran bisnis, strategi bisni dan kebijakan, serta
anggaran yang harus di tetapkan dan keputusan secara bermusyawara. Artinya dalam
perencanaan program kerja seluruh kelompok yang terlibat dalam usaha BUMDes harus
memperhatikan saran bisnis, seperti bisnis apa yang bisa di jalankan di desa tersebut,
strategi bisnis bagaimana cara menjalankan bisnis tersebut dan kebijakan seperti
kebijakan apa yang dapat dilakukan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Hal
tersebut haruslah dilakukan secara bermusyawara.

Dari wawancara yang telah dilakukan dengan bapak HAYAT selaku ketua
pengelola dia mengatakan:

“kami telah melakukan musyawara dengan komisarisnya tentag hal yang telah di
sebutkan kami juga menerima saran-saran bisnis yang di sarankan, dan apa saja
yag menjadi keperluan dari usaha ini, mengambil kebijakan jika terjdi sesuatu
dilakukan secara bermusyawara tetapi dengan komisarisnya saja.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan ketua pengelola dapat
disimpulkan bahwa pihak pengelolah sedang mengupayakan agar program kerja nya
dapat berjalan dengan maksimal dengan melakukan foin-foin yang menjadi faktor
pendukung program kerja. SDM juga merupakan faktor yang dapat menghambat
jalannya sebuah usaha termasuk usaha yang dijalankan BUMDes Amanah, dengan
adanya SDA yang baik maka segalah sistem seperti sistem pengelolaan keuaangan dan
manajemen BUMDes yang di jalankan akan baik dan dapat mencapai mencapai tujuan di
bentuknya BUMDes di desa tersebut.

Dari hasil wawancaraa yang dilakukan dengan bapak HAMZAH selaku kepalah
desa dia mengatakan:

“dalam pemilihan SDM untuk pengelolah BUMDes ini sebenarnya di tunjuk saja
namun tetap dipilih orang-orang yang kira-kira mampu melakukannya seperti
ketua pengelola yang merupakan dahulunya termasuk perankat desa, untuk
sekretaris dan bendahara merupakan orang-orang yang berpendidikan tinggi.

Bapak HAYAT juga menambahkan:

“Untuk pengelolaan keuangan BUMDes dan manajemen BUMDes sejauh ini
belum ada terjadi masalah yang sangat besar, Cuma kalau untuk masalah
kecil alhamdulillah masih bisa di atasi, namun karena terbatasnya modal yang
diterima jadi kelenkapan barag yang tersedia di BUMDes masih kurang
mampu bersaing dengan bisnis komersial lainnya,terkadag ada beda pendapat
sedikit dengan kepaladesa dalam ranka mengambil tarif kadag kepala desa
mengeratiskan pemakaian gedung serbaguna untuk pemuda/pemudi agar
pemudah lebih aktif disitu ketimbag keluyuran dak jelas, jadi dari situ untuk
pemuda/pemudi tidak dikenakan tarip.

BUMDes Amanah juga merupakan badan wusaha yang tidak luput dari
permasalahan-permasalahan yang akan menghambat perktumbuhan dan
perkembagannya, selain dari permasalahan yang telah disebutkan sebelum nya
beberapa masalah lain juga terjadi. Dari wawancara yang dilakukan dengan bapak
HAYAT selaku ketua pengelola mengatakan:
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“selama BUMDes Amanah berdiri terdapat beberapa hambatan yang dialami
dalam megembagkan usaha yang di jalankan dan dalam merawat barang
yang ada, terhambatnya pegembagan usah BUMDes di antar nya ialah karena
ketidak mampuan wusaha BUMDes dalam bersaing dengan bisnis
komersiallainya yang terdapat dari luar, kurang nya ketersediaan barang
yang mampu mempasilitaskan kebutuhan masyarakat, serta kurang nya
pegetahuan dari pihak angota pegelolah BUMdes dan kurang nya kesadaran
masyarakat dalam menjaga barang sewaan dari BUMDes.”
Bapak HAMZAH juga menambahkan:

“Mungkin karena ini pertama kali bagi pengurus untu menjalankan tugas
sebagai pengelolah makah masih belum mampu secara maksimal
menjalankan usahanya. Dan munkin dari kami selaku pengawas juga masih
banyak kekurangan.”

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa keterhambatan BUMDes di
desa Kertopati dikarenakan pembangunan dan perkembangan BUMDes itu sendiri
masih banyak mengalami hambatan-hambatan, sehinga hal tersebut dapat mengurangi
peran BUMdes di Desa Kertopati, seperti dari pihak masyarakat, maupun pengelola dan
bahkan perbedaan tujuan antara pengelolah dan kepala desa. Maka dari itu pihak
pemerintah desa perlu memperhatikan lagi bagaimana jalannya BUMDes di masyarakat,
bagaimana sistem pengelolaan yang harus di lakukan. Dan perlu di perhatikan lagi bagi
pihak pengelola dalam menjalankan usaha BUMDes, serta perlu memperhatikan dan
meninkatkaan kesadaran masyarakat ketika mengunakan fasilitas BUMDes agar terjaga
dengan baik.

Cara Mengatasi Hambatan-Hambatan Yang di Alami BUMDes Amanah di Desa
Kertopati Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun
Disfungsi sistem BUMDes dapat menjadi hambatan untuk pertumbuhan BUMDes.
Disfungsi ini dapat disebabkan oleh kurangnya partisipasi masyarakat, keahlian
manajemen yang kurang, dan keterbatasan akses ke sumber daya. Untuk mengatasi
tantangan yang menghalangi pertumbuhan BUMDes, strukturnya harus diperkuat,
fungsinya harus ditingkatkan, dan sistemnya harus berfungsi dengan baik. Beberapa
strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi tantangan ini, berdasarkan teori
struktural-fungsional nya ialah Meningkatkan partisipasi masyarakat, Pelatihan dan
penyuluhan BUMDes, Meningkatkan keterampilan pengambilan keputusan BUMDes,
dan Meningkatkan keterampilan BUMDes serta Mengoptimalkan kemampuan desa
untuk menghasilkan pendapatan. Pengelola BUMDes Amanah sedang berusaha
mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam menjalankan usaha BUMDes namun
cara yang dilakukan masih kurang efektif sehingga hambatan yang terjadi masih belum
teratasi secara maksimal.
Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan bapak HAYAT selaku ketua

pengelolah dia mengatakan:

“Sebenarnya dalam megatasi hambatan memag masih kurang maksimal

dilakukan seperti meninkatkan partisipasi masyarakat masih blum bisa, pelatihan

dan penyuluhan juga belum dilakukan,karena ditakutkan masyarakat kurang

ingin bepartisipasi disitu, meninkatkan dalam pegambilan keputusan itu sudah

mulai dilakukan dalam kepengelolaan kami. Nah untuk meninkatkan kemampuan

desa dalam menigkatkan pendapatan itu sulit karena karena pendapatan ini

tergantug berapa banyak orang-orang yang mengunakan barang BUMDes. Kami
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juga pihak BUMDes tidak melakukan sosialisasi hanya menjelaskan kepada
mereka yang akan mengunakan barang BUMDes Amanah saja.”

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahawa pengelolah tidak
melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat masih kurang mengerti
apa itu BUMDes dan penting nya keberdaan BUMDes di masyarakat sehingga dalam
mengatasi hambatannya dalam menjalankan usaha masih kurang maksimal dilakukan.

PEMBAHASAN

BUMDes merupakan Badan Usaha Milik Desa yang di dirikan oleh pemerintah
desa sesuai dengan Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh peraturan Desa.
Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan anggota masyarakat. Peran BUMDes
sangat di perlukan dalam membagun kesejahteraan masyarakat melalu usaha yang di
jalankannya. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan di dirikannya BUMDes Amanabh,
makah BUMDes Amanah haruslah berperan terhadap pihak pengelola maupun
masyarakat. dari teori Hasana Dkk mengatakan bahwa peran BUMDes dapat di tinjau
dari layanan keuntungan dan keberlansugan, akuntabilitas dan perkembangan aset
Desa, di ti jau dari penigkatan taraf hidup pengurus komisaris dan masyarakat, dan yang
terakhir dapat ditinjau dari ketaatan terhadap peraturan dan Undang-undang.

Dari wawancara yang telah dilakukan kepada pengelola, komisaris dan
masyarakat mengenai peran BUMDes Amanah telah di temukan hasil bahwa BUMDes
Amanah belum berperan secara maksimal secara menyeluruh, dari keempat peran
BUMDes yang dapat di tinjau BUMDes Amanah hanya berperan pada kepatuhan
pengurus terhadap peraturan dan Undang-undang. Akan tetapi dalam menigkatkan
taraf hidup BUMDes memang hanya menambah sedikit penghasilan pengelola, dan
tidak menambah penghasilan bagi pihak komisaris dan masyarakat, namun tujuan dari
kepala desa sebagai komisaris untuk membantu masyarakat mulai terwujud karena
masyarakat nya tidak memiliki beban terlalu berat dalam menyelenggarakan acara dan
masyarakat juga terkadang mendapatkan bantuan dari BUMDes Amanah meskipun
hanya dalam keadaan tertentu.

Dalam menjalankan usaha tentu tentu akan mengalami yang namanya hambatan-
hambatan yang akan menghalang sebuah organisasi usaha dalam menjalankan usaha
nya termasuk usaha yang di jalankan BUMDes Amanah meskipun usaha ini merupakan
usaha yang di buat oleh pemerintah. Hambatan ini bisa di sebabkan oleh berbagai pihak
baik dari komisaris sebagai pengawas, pengelola yang mengelola usaha dan masyarakat
yang terlibat ataupun pengguna dari fasilitas BUMDes. BUMDes Amanah tidak luput
dari permasalahan itu karena kurang nya pengalaman dari pengelola dan beberapa
masyarakat yang kurang bertanggug jawab dalam menggunakan fasilitas BUMDes
Amanah. Akan tetapi setiap permasalahan selalu ada solusi untuk mengatasinya, yaitu
dengan bermusyawarah yang seharus nya melibatkan semua pihak baik komisaris,
pengelola dan masyarakatnya. Namun pada BUMDes Amanah itu sendiri belum ada
solusi yang sangat tepat untuk di terapkan karena pihak pengelola baru
memaksimalkan kinerjanya tanpa melakukan sosialisasi yang yang seharus nya dapat
membantu menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Bahwa Peran BUMDes Amanah saat ini terbatas pada kepatuhan terhadap
peraturan dan undang-undang, yang hanya memberikan sedikit peningkatan
penghasilan bagi pengelola, sementara dampaknya terhadap pendapatan komisaris dan
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masyarakat masih terbatas. Meskipun demikian, kepala desa yang juga menjabat
sebagai komisaris telah berhasil mengurangi beban masyarakat dalam
menyelenggarakan acara dan memberikan bantuan pada situasi tertentu. Namun,
BUMDes Amanah menghadapi berbagai hambatan, terutama terkait kurangnya
sosialisasi antara pengelola dan masyarakat, yang mengakibatkan kurangnya
pengetahuan masyarakat tentang pentingnya merawat fasilitas yang disediakan. Untuk
mengatasi masalah ini, musyawarah yang melibatkan semua pihak, termasuk komisaris,
pengelola, dan masyarakat, diperlukan untuk mencari solusi. Sayangnya, hingga saat ini,
BUMDes Amanah belum sepenuhnya mengimplementasikan solusi yang efektif karena
pengelola lebih fokus pada operasional tanpa melakukan sosialisasi yang memadai
untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
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